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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN NOMOR P.28 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN, PERLUASAN AREAL KERJA DAN PERPANJANGAN
IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM,
IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI
EKOSISTEM ATAU IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
HUTAN TANAMAN INDUSTRI PADA HUTAN PRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk percepatan dan peningkatan penanaman
modal dan berusaha melalui sistem Online Single
Submission  (0OSS), perlu melakukan  beberapa
perubahan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor P.28 / MENLHK/SETJEN/KUM.1/
7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal
Kerja dan Perpanjangan lzin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem
atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan

Tanaman Industri pada Hutan Produksi;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan  Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/
7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal
Kerja dan Perpanjangan lzin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri

pada Hutan Produksi;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4412);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5432);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,
serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang
Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5285);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 17);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan
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Menetapkan

Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 713);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan
Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkup
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927);

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.28/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang
Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan
Perpanjangan 1zin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan
Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1120);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR
P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 TENTANG TATA
CARA PEMBERIAN, PERLUASAN AREAL KERJA DAN
PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN
KAYU DALAM HUTAN ALAM, IZIN USAHA PEMANFAATAN
HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM ATAU IZIN
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN
TANAMAN INDUSTRI PADA HUTAN PRODUKSI.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal
Kerja dan Perpanjangan lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
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Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada
Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1120), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Dihapus.

(2) Direktur Jenderal paling lama 1 (satu) hari kerja
menyampaikan hasil pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 kepada Lembaga OSS
dalam bentuk Dokumen Elektronik melalui sistem
elektronik yang terintegrasi berupa Notifikasi:

a. persetujuan dalam hal permohonan telah
memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
atau

b. penolakan dalam hal permohonan telah
memenuhi persyaratan dan tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

2. Ketentuan Pasal 20 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 21
Berdasarkan IUPHHK-HA, ITUPHHK-RE, atau IUPHHK-
HTI dengan Komitmen yang diterbitkan Lembaga OSS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pemegang izin
menyelesaikan:
a. penyusunan Berita acara hasil pembuatan Koordinat
Geografis batas areal terhadap calon areal kerja dan
hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal

paling lama 20 (dua puluh) hari kerja;
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